BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai prosedur pembayaran
pajak menggunakan e-Billing, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan fasilitas
e-Billing yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah efektif dan
efisien dimana membantu Wajib Pajak karena dapat melakukan pembayaran pajak
dimana saja dan kapan saja tanpa harus membuang waktu, tenaga dan biaya lebih.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran kepada
KKP Pentatrust agar dapat memberikan fasilitas dan pelayanan pajak yang lebih
baik. Selain itu, saran bagi Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun
Wajib Pajak Badan yang membayar pajak secara online menggunakan e-Billing

agar lebih mamanfaatkan lagi keuntungan dan kegunaan dari fasilitas ini.
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